
KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOLAANC MONGONDOW UTARA

NOMOR | 26 I HM.O2.-Kpr I 7 tO8 I Kab ltv I 2o2t

TENTANG

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KAI}UPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

Menimbang a. bahwa untuk meningkatkan peraturan dan

fungsi koordinasi sehubungan dengan Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabaupaten/

Kota, perlu dibentuk Badan Koordinasi

Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan

Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a. perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang

Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan

Komisi Pemilihan Umum;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

keterbukaan Informasi Publik ( t embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 01

tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 48401;

2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang

Pelayanan Publik ( lrmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

s6381,

3. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Mengingat

SALINAN



Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 Tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi

Undang-Undang ( Lebaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Negara Republik Indonesia Nomor

5656,sebagaimana telah beberapa kali diubah

dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2020

tentang Penetapan peraturan Pemerintah

pengganti Undang-Undang Nomor 2 Talrun 2O2O

tentang Perubahan ketiga atau Undang-Undang

Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan

peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang

Nomor I Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2O2O Nomor 193 Tambahan Negara

Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang

Pemilihan Umum (I-embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor

6109.

5. Peraturan Menteri Komunikasi atau Informatika

Nomor 35 Tahun 2Ol4 tentartg Badan Koordinasi

Hubungan Masyarakat ( Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor I
Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan

Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 456);

7. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 8

tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan

pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam

Pemilihan Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

t2a9l;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10

Tahun Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih



Menetapkan

KESATU

dan Partisipasi masyarakat dalam Penyelenggraan

Pemilihan Umum ( Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ( Berita

Negara Republik Indonesia Tshun 2019 Nomor

32o.Sebagaimana telah beberapa kali diubah

berakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 21 Tahun 2O2O tentang Perubahan

kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/ Kota ( Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor1763);

1O. Peraturan Komisi pemilihan nomor 14 Tahun

2020 tentang T\rgas, Fungsi, Susunan Organisasi,

dan tata ke{a Sekertariat Jenderal Komisi

Pemilihan Umum, Sekertariat Komisi Pemilihan

Umum provinsi dan Sekrtariat Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten / Kota I Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KAE}UPATEN

BOLAANG MONGONDOW UTARA TENTANG BADAN

KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA.

Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang

selanjutrrya disingkat Bakohumas KPU Kabupaten Bolaang

Mongondow Utara.

Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan ( Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara)

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang

Mongondow Utara) yang membidangi Divisi Sosialisasi,

Pendidikan Pemilih, Parlisipasi Masyarakat dan Sumber

Daya Manusia; dan

KEDUA



KETIGA

KEEMPAT

2. Sub Bagran yang membidangi Teknis Penyelenggaraan

Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat pada

Sekertariat(Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang

Mongondow Utara.

Susunan pengurus Badan Koordinasi ( Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terdiri atas :

a. Pembina :

l. Ketua: Djunaidi Harundja, SH

2. Anggota:

1. Rita Sophia Darondo

2. Ismail Mobiliu

3. Wiwidayanti Damopolii,S.Sos.I

4. Irfan F. Awumbas, S.Pd.K

b. Ketua: Aminudin Ilolu, A.Md.Pd

c. Ketua pelaksana:

l.Fanny Arisandy Ake, S.Sos

2. Reinhart M.Y. Rory, SH

Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagaimana

dimaksud dictum KESATU bertugas :

l. Melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum

dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang

Mongondow Utara;

2. Melakukan koordinasi dan keda sama dengan Badan

Koordinasi Kehumasan pada instansi / lembaga

pemerintah tingkat pusat dan daerah;

3. Merencanakan dan melal<sanalan kegiatan kehumasan

4. Menghimpun, mengelola dan menyalurkan data I
informasi kehumasan yang diperlukan; dan

5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan

kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang

Mongondow Utara.

Pembiayaan yang di timbulkan akibat diterbitkannya

keputusan ini dibebankan pada masing-masing Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Bolaang Mongondow Utara.

KELIMA



KEENAM Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal

: Boroko

: 15 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

DJUNAIDI HARUITDJA

ttd

Salinan sesuai dengaa aslinya.
SE AT

N BOLAANG MONGONDOW UTARA
Hukum,

.Y. RORY, SH.2{3ti

I


